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BUPATI KONAWE UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ( APBD )

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Daerah Nomor      Tahun 2015 Tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara 
Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
sebagai rincian lebih lanjut dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Konawe Utara Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2014;
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Mengingat  :   1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggungjawab Keuangan Negara. 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4400);

5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan  Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004  Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4421);

6. Undang – Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437);

7. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);

8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran  Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
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10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4416) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 47, tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  Keuangan Badan Pelayanan Umum  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah     (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2006 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 138,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

23. Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2014;

24. Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2014;

25. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penjabaran  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2014;

26. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2014;

27. Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor        Tahun 2015 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;



Halaman : 5  

Menetapkan :  PERATURAN   BUPATI   KONAWE   UTARA  TENTANG    PENJABARAN    PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :
1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp.    10.539.118.920,00
b. Dana Perimbangan Rp. 549.240.271.345,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp.    31.843.763.901,50

Jumlah Pendapatan Rp. 591.623.154.166,50
2. Belanja

a. Belanja Tidak langsung
1. Belanja Pegawai Rp.  151.001.493.148,00
2. Belanja Bunga Rp.  -
3. Belanja Subsidi Rp.  -
4. Belanja Hibah Rp.     -
5. Belanja Bantuan Sosial Rp.        -
6. Belanja Bantuan Bagi Hasil Rp.  -
7. Belanja Bantuan Keuangan Rp.     4.055.087.000,00
8. Belanja Tidak terduga Rp.          50.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 156.706.580.148,00
b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai Rp. 28.878.765.257,00
2. Belanja Barang dan Jasa Rp.   198.279.232.890,00
3. Belanja Modal Rp.   215.901.396.820,00

Jumlah Belanja Langsung Rp. 443.059.394.967,00

Jumlah Belanja Rp. 599.765.975.115,00

Surplus/ ( Defisit )         (Rp.    8.142.820.948,50)
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3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp.    22.047.776.849.27
b. Pengeluaran Rp.   4.937.734.057,00

        Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 17.110.042.792,27
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan Rp   8.967.221.843,77

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati Konawe 
Utara ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi 
anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati Konawe Utara 
ini

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Konawe 
Utara ini
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Pasal 6

Peraturan Bupati Konawe Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Konawe Utara ini dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal 28 Juli 2015        

BUPATI KONAWE UTARA,

TTD

H. ASWAD SULAIMAN. P
  Diundangkan di Wanggudu

Pada tanggal      28 Juli 2015      
Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KONAWE UTARA

TTD

IHWAN POROSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2015 NOMOR 76            

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KONAWE UTARA

SAINUDDIN, SH
NIP. 19580318 198607 1 004


